
BUPAfl PI.JRWOREJO
PROVTNSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE-IO
NOMOR 9 TAHUN 2O2r

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOR&IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I

Menimbang: a.

b.

Mengingat: 1.

BUPATI PURWORB'O,

bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja,
profesionalisme dan pelayanan kg-Olda

masyarakat dengan berbasis kinerja, perilaku,
realisasi anggaran dan kedisiplinan Aparatur sipil
Negara terhadap waktu kerja, perlu mengatur
krileria dan prosedur pemberian tambahan
penghasilan berdasarkan atas penilaian ob1'eftif
iernaaap capaian sasaran kerja pegawai, perilaku,
capaian target dan realisasi kegiatan, serta
ketepatan waktu ke{a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilart
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungart
Pemerintah KabuPaten Pumrorejo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Be1ta Negara

tarrEgaf A egustus Tatrun 1950) sebagaimana

tehfi- diubatr- dengan Undang-Undang Nomor 9
Tatrun 1965 tentang Pembentukan - 

D1grah

Tingkat II Batang dengan menguba! Undang-

UnIang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembeitukan daerah-daerah Kabupaten Dalam

l,irgk t g.r, Propinsi Djawa-Tengah (Lembaran

Nefara Fepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52: Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 27571;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang- K;;;;"" Neg;a (lrmbaran Negara Republik
i"Jo"J*i" taliun ioo3 Nornot 47, Tambahan

Irmbaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang- 
Aparatir Sipil Negara (Lemb-aran Ne-gara Republik

iiJot ""i" t"rtrrt, zot+ Nomor 6' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a9\;
a. Und#g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

il;;;"-i" Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

ssail, *.t"g"iLana teLh diubah beberapa kali'
t"tJ.ftit den-gan Undang-Undang Nomor 9- Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang

Pemeriitahan Daerah (l'embaran Negara Republik

indonesia Tahun 20i4 Nomor 58' Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567el,;
5. ;;;d;."" Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
-' i*i""g Disiplin Pegawai Negeri Sipit^(lrmbaran

iiegara n"prfm In--tlonesia Tahun 2010 Nomor

?ili"-ri"t"" lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);
6. i;;;;il; Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017- ;t "t Manajemen Pegawai - Ntg:ti Sipil

i*-ui.t t'legara Repubiik Indonesia Tahun

[OfZ no*o. 63, T"*b'h"n kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

7. i';i"i;; Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

i""t "g 
Manajemen Pegawai Pemerintah-dengan

;a;jh rerja ltembaran Negara-Republik
irraorr6"i" Tahun io18 No*ot 224' Tambaharr

f.*Urt"" Negara Republik Indonesia Nomor

626al';
a. i!r"t t , Pemerintah Nomor 12 Tah-un 2ol9"' 

i""t"ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (l'embaran

ii;F; nepiutit Indonesia Tahun 2019 Nomor

ir: tambahan l'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tarrrbahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-
5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedoman Telimis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

2. Pemerintah
penyelenggara

Daerah adalah BuPati
Pemerintahan Daerah

sebagai unsur
yang memimpin

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rat<yat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

pela-ksanaan urusan
daerah otonom.

5. Aparatur SiPil

pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
anjian Ke{a yang beke{a pada instansi

profesi bagi
dengan PeU'
pemerintah.
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6. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil da1 - Peg3lvai

PeiTerintah dengan Perjanjian Keda yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
terdasarkan peraturan perundang-undangan'

7. Pegawai Wegeri Sipit yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu'
aian"ggat 

-sebag"l Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

p"-iirr. ke[egawaian untuk menduduki jabatan

8. Inovasi ASN adal,ah
sesuatu gagasan atau

kemampuan ASN untuk menciPtakan
metode pekerjaan yang bermanfaat bagi

unit kerja atau Perangkat daerah.
9. ;batan- Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi

pada instansi Pemerintah.
f O. 

-ne.iaUat 
Pimpinan Tinggi Fratama adalah Sekretaris Daerah'

As-isten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Inspektur' dan

Staf Ahli.
jabatan yang berisi

1 1. Jabatan Administrasi adalah
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan Publik serta

administrasi pemerintahan dan
12. Administrator adalah KePala Bagran Sekretariat Daerah,

Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Camat, Kepala Kantor, Sekretaris lK^bid,
Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris Inspektorat/Inspektur

tetap.
17. Pejabat Pelaksana Harian Yang selanj utnya disebut P1h adalah

pejabat Yang posisi jabatan sementara karena

pejabat delini

Pembantu, dan Sekretaris Kecamatan'
13. Pengawas adalah Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah'-- 

K6'.1" Sub Bagian 
'Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

6;";a, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub lidane
Oinas/eadan/Satuan/Kantor, Kepala Sub-Bagian Inspelrtorat'

AA;- il' Bagian/Kepala Seksi --Kecamatan' 
Lurah'

Seiretaris/repah Seksi Kelurahan, dan Kepala Unit Pelaksana

Teknis.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung- 

Jiv;t- melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta

Ldministrasi pemerintahan dan pembangunan '

15.J;;1"" Funisional adalah selelompok jabatan yang berisi-- i;;"ia." tuias berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

beriasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu'

16. P;i;;a P"taksana Tbgas vang s9lnjurya disebut Plt adalah

pejabat y*g *"t"tipati posisi i"91ffi sementara karena

;;jab; h"riiitir v*j *"'"*pati jabatan itu berhalangan

I

L

sementara.
tif yang menemPati jabatan itu berhalangan
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18. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI
adalah rencana ke{a dan target yang akan dicaPai oleh ASN

dalam periode tertentu (tahunan) yang dinyatakan dengan nilai
kuantitatif dengan tugas dan fungsisesual

lg.Jabatan adalah kedudukan Yang menunjukkan tugas'
kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.

20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu

abatan secara sistematis dengan kriteria-
kriteria yang disebut faktor jabatan tehadap informasi faktor
jabatan untuk menentukan niLai jabatan dan kelas jabatan.

21. Faktor Jabatan adalah komPonen-komponen peke4'aan dalam

informasi jabatan.
23. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelomPokan tingkat

dengan waktu istirahat.
30. Disiplin adalah kesangguPan ASN untuk masuk/hadir kerja

dan menaati jam kerja sesuai kewajiban ASN.

31. Sasaran Kerja Pegawar yang seLanjutnYa disebut SKP adalah

rencana kerja dan target Yang akan dicapai oleh ASN.

32. Aktivitas Utama Yaitu langkah kerja sesuai rincian tuga.s Pada

abatan utama untuk melaksanakan tugas dan fungsi

dan /atau kegiatan ditqjukan untuk mencapai target kinerja

tahunan organisasi dan secara sistematis sesuai

jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan'
2a.'Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh- p"g"*.i yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan'

25. Afti;;" Kierja adaiih kineq'a harian vang dilaksanakan
- - 

dalam rangka mewujudkan Sasaran Kerja Pegawai'

26. Nilai Rata--Rata .labatan adalah nilai tengah dari penjumlahan
-- ;il"i jabatan paling tinggi dengan nilai jabatan paling rendah

pada kelasjabatan.
27. ind;ks Harga Nilai Jabatan vang selanjutnya disingkat IHNJ
- ;;"h nilai-rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan'

Zg. Valiaasi Aktivftas ff.riitr adalah proses pemberian penilaian

oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas
yang disamPaikan oleh bawahan'

zS. waf,tu ierja efektif adalah waktu kerja menurut ukuran
-- *Jt" terte-ntu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi

j

suatu jabatan yang terdiri dari level-level'
22. Nilai J"abatan iaa"f, nilai kumulatif dari faktor jabatan yang
-- 

-"*p"rg.ruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan

J

hirarki organisasi.
3g. ektivitas 

-Tambahan yaitu langkah kerja sesuai rincian tugas
-- ;;; iabatan tambahan yan-g ditentukan dengan.t?l4op

ff;; ;;,"k 
-"r;iJ;"k; pJt"4""o vang masih berkaitan

l;;;", ilg." dan fungsi, *t^' a"i""' melaksanakan perintah

atasan, kebijakan dan PelaYanan'
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-4 /'

34. Aktivitas Lainnya adalah langkah kerja sesu-ar rincian tugas di

luaraktivitasutamadanaktivitastambahanyangbersifat
umum.

SS. Kualit s mutu adalah tingkat baik atau buruk pelaksanaan

kegiatan dalam hal ketepatgn waktu dan proses

peicapaiannya yang diberikan bleh atasan terhadap bawahan

ieUagii indikator prestasi kefa telah tercapar'
36. Aktiritas Bawahan yaitu langkah ke{a yang dilakukan oleh

bawahan yang menjadi kine{a atasan'
37. P;Jaku rierjiadafah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan

yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang

sehitusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
38. hukuman-Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada

ASN karena melat ggar peraturan disiplin ASN'

Sg. tambahan fengnaJifari Pegawai yang selanjutnya disinglat-- iip adalah t"-u"rr"t penghasilan kepada ASN- yang

didasarkan pada penilaian otyJtttif terhadap capaian aktivitas

tine.ja pegawai dan capaian tarry! dql realisasi kegiatan'

4o.Faktor Pengurangan TPP adalah komponen yang apabi!
-' a[J"r.""/tlaat a-iutukan menjadi dasar untuk mengurangt

jumlah TPP yang diberikan setiap bulan'
+ t.'eengendalian Olerasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat- POf adalah ,o"kurris,t'e pingendalian pelaksanaan tertib

administrasi kegiatan dan pengendalian operasional kegiatan

Lttt"a"p jadwJpehksanaan, target dan realisasi fisik' target

dan realisasi keuangan yang dilaksanakan di tinglat Perangkat

Daerah.
42.;i;; PoK adalah pelaporan vang-memuat capaian k4"tj1
- opl*"rio"i pe*attia"t tt ietnotogi informasi' capaian realisasi

lisik, dan c"p"i"t realisasi keuangan bulanan'
43. Target Anggaran Bulanan adalah rencana penyerapan
- ;;;"" u?tania langsung |"Bt* vang ditetapkan oleh

eefr[guna Anggaran pada awal tahun anggaran yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran'
44. Serapan Angga"ran Bulanan yang selanjutnya disingkat SAB

;dtl"h ""p*[, 
p"ry"'"p"t' tt'gg"ta' belanja langsung bulan

didasarkan atas Surat Perintah Pencairan Dana'

+S. nJisasi Fisik Bulanan yang selanjutnya disingkat RF! a{alah- 
capaian kinerja sesuai'kemajuan pelaksanaan fisik kegiatan

belanja langsung bulanan'
+0. enggiran Fenaipatan dan Belanja Daeyh yang selan'iutnya- 

disfigkat APBD aaJan enggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah KabuPaten Purworejo'
47. Pengguna Anggaran adalah pejabat pernegang kewenangcn

penggunaan *gg;"tt untut hetaksanatan tugas pokok dan

iuffi eerangt at Daerah yang dipimpinnya'
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48. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan
daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah.

49. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh

Bendahara dan ditandatangani Pengguna Anggaran Yang
memuat nama ASN, capaian kinerja bulanan, jumlah hari
keda selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran sesuai waktu
kerja selama 1 (satu) bulan, besarnYa TPP, jumlah kotor dan
potongan pajak serta jumlah bersih Yang diterimakan ASN.

50. Surat PernYataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat Yang
dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pemyataan
bahwa seluruh Pengeluaran untuk TPP telah
dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk
mengembalikan kePada kas umum daerah apabila terdaPat
kelebihan pembayaran

51. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnYa
disingkat SPP-LS adalah dokumen Yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran untuk Permkin taan pembayaran TPP

dan disampaikan kePada Pengguna Anggaran untuk
selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah

membayar
52. Surat Perintah MembaYar Yang selanjutnya disingkat SPM

adalah dokumen Yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran untuk Surat Perintah Pencairan Dana

atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah.

53. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya- 
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh

Peng[rrna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber
dariSokumei-pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang

54. Surat Perintah
SP2D adalah

Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
dokumen yang digunakan sebagai dasar

pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum
Daerah SPM.

55. Waktu Kerja adatah hari dan jam kerja yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud Pemberian
penghargaan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja
yang meliputi pencapalan standar waktu aktivitas harian,
kehadiran ke{a, dan realisasi kegiatan guna

TPP adalah untuk memberikan

I

I

semangat keda, kedisiplinan, dan kesejahteraan.
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(2) Tujuan Pemberian TPP adalah:
kinerja, dan

a.
prestasi kerja Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan

fungsijabatan sesuai dengan nencana dan target keda;

b. terwujudnYa disiplin Pegawai ASN;
ASN.

c. terwujudnYa perningkatan kesejah teraan Pegawai

BAB II
PRINSIP, SASARAN, DAN PEMBERIAN TPP

Bagran Kesatu
PrinsiP TPP

Pasal 3

(1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

a. kePastian hukum;
b. akuntabel;
c,
d. efektifdan elisien;
e. keadilan dan kesetaraan;
f. kesejahteraan;
g. optimalisasi.

dimaksudkan Pemberian TPP
(2) Prinsip kepastian hukum

mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan'
kepatutan, dan keadilan

(3) PrinsiP akuntabel dimaksudkan Pemberian TPP daPat

di sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

(4) Prinsip tas dimaksu
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pegawai ASN.

(5) PrinsiP efektif dan efrsien TPP sesual

dengan target atau tu.iuan dengan tepat waktu sesuai dengan

perencanaan kineda Yang ditetaPkan.

(6) FrinsiP keadilan 
.
dan kesetaraan dimaksudkan Pemberian TPP

harus rasa keadilan dan kesamaan untuk

memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai

Pegawai ASN.

(71 PrinsiP keseJ ahteraan dimaksudkan pemberian TPP diarahkan

untuk menjamin kesekahteraan Pegawai ASN.

optimalisasi dimaksudkan TPP sebagai hasil

dkan Pemberian TPP

(8) PrinsiP
pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah'
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(1) Sasaran pemberian TPP adalah Pegawai ASN yang terdiri atas:
a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. ASN di Instansi Pemerintah yang dipekefakan atau

diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
a. Pegawai ASN yang diberikan cuti lebih dai L2 (dua belas)

hari kerja pada bulan be{alan:
b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara, diberhentikan

dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat;
c. Pegiwai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai

tugas/jabatan /pekeqaan tertentu pada Perangkat Daerah;
d. Pegawai ASN yang tidak masuk ke{a tanpa keterangan

yang dapat dipertanggungiawabkan dengan akumulasi
iebih dari 3 (tiea) hari dalam 1 (satu) bulan pada bulan
berjalan, berdasarkan bukti kehadiran/absensi;

e. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas bela.jar;
f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan

Negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
g. Pegawai ASN pindahan dari daerah lain yang tambahan

penghasilannya belum tersedia dalam APBD;
h. Pegawai ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan secara

penuh di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
i. i'egawai ASN yans telah mendapatkan tunjangan profesi

ata:u tunjangan penghasilan guru non sertifikasi yang
bersumber diri enggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

j. Pegawai ASN yang ditugaskan di Badan l'ayanan Umum
Daerah (BLUD).

k. Pegawai ASN yang diangkat menjadi Kepala Desa;

l. Peiangkat Daerah yang nilai kinerjanya kurang dari 50
(lima puluh).

Bagian Kedua
Sasaran TPP

Pasal 4

Bagian Ketiga
Pemberian TPP

Pasal 5

(1) Pemberian TPP didasarkan atas nomenklatur jabatan dan

kelas jabatan.

4
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(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD setiap tahun didasarkan atas besaran alokasi TPP,
jumlah Pegawai
memperhatikan kemamPuan keuangan daerah.

ASN sesuai jabatan, dan dengan

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap buLan.

Pasal 6

Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Basic TPP dengan

indikator lriteria TPP.

Pasal 7

(1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung
berdasarkan hasil Perkalian antara besaran Tunjangan Kinerja
BPK per kelas jabatan, indeks kapasitas liskal daerah, indeks
kemahalan konstruksi,
Pemerintah Daerah.

dan indeks

(2) Tata cara Perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada
pada peraturan perundang-undangan
pemberian TPP.

ayat (1)

(3) Besaran Basic TPP sebagaimana dim"ksud pada ayat (1) untuk
masng-masing kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 8

Indikator kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6'

yang mengatur tentang

terdiri atas:
a. TPP berdasarkan Beban Kerja (TPP BK);

b. TPP berdasarkan Prestasi Ke{a (TPP PK};

c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja (TPP KK);

d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi (TPP KB;

"- tpp berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (TPP POL)'

Pasal 9

(11 TPP berdasarkan Beban Kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud
''' ;;-;p;;-a rrurur a diberikan kepada seluruh Pagawai ASN

berdasartanwaktukerjaefektifsebanyakll2,5(seratusdua
belas koma lima) jam selama 1 (satu) bulan'
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(2) Persentase TPP berdasarkan Beban Ke{a (TPP BK)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat
puluh persen).

Pasal 10

(1) TPP berdasarkan Prestasi Ke4'a (TPP PK) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada seluruh
Pagawai ASN berdasarkan prestasi ke{a sesuai bidang
keahliannya dan diakui oleh atasan langsung.

(2) Persentase TPP berdasarkan Prestasi Ke{a (TPP PK)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6O7o (enam
puluh persen).

Pasal 11

(1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja (TPP KK) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Pegawai
ASN dengan kondisi kerja yang mengandung resiko dengan
kriteria:
a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit

menular;
b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia

berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja;
d. pekerjaan yang beresiko dengan masalah hukum;
e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada

pejabatnya dengan janeka waktu minimal 1 (satu) bulan;
dan/atau

f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung
Ltetr .iatatan fungsional dan tidak ada jabatan administrasi
di bawahnya dengan jangka waktu minimal 1 (satu) bulan'

(2) Persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja (TPP KK)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10olo (sepuluh
persen).

(3) TPP berdasarkan Kondisi Ke{a (TPP KK) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Sekretaris Daerah;
b. Pegawai ASN di Sekretariat Daerah;
c. Pegawai ASN di Dinas Kesehatan;
d. Pegawai ASN di InsPektorat;
e. Pelawai ASN di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah; dan
f. Pegawai ASN di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran.

{
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Pasal 12

(1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi (TPP KP) sebagaimana' ' 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Pegawai
ASN yang memiliki kelangkaan profesi dengan kriteria sebagai
berikut:
a. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus;
b. Kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada

yang dapat memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi (TPP KP) se-bagaimana' ' 
dimaksud pada ayat (1) dengan rincian peruntukan untuk
Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (TPP POL)
Pasal 8 huruf e diberikandalamsebagaimana dimaksud

kepada:
a. Pegawai ASN yang mendapatkan insentif Pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah;
b. i'egawai ASN yang mendapatkan tunjangan persandian;
c. Pegawai ASN yang menjalankan tugas selaku pejabat

pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Penghitungan alokasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
berd-asartin hasil penjumlahan antara TPP berdasarkan Beban
Kerja (TPP BK), TPP berdasarkan Prestasi Kerja (TPP 

-PK),- 
TPP

teriasikan Kondisi Kerja (TPP KK), TPP berdasarkan Kelangkaan
Profesi (TPP KP), dan ipp berdasarkan Pertimbangan Obyektif
l.ainnya (TPP POL).

(2) Tata cara pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif
ayat (1)la.innya (TPP

dilaksanakan
undangan.

POL) se
sesuai

bagaimana dimaksud Pada
ketentuan peraturan

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

perhitungan pembayaran TPP dilakukan berdasarkan faktor-faktor
sebagai berikut:
a. produktivitas ke{a;
b. disiplin kerja;
c. komponen pengurangan TPP.
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Pasal 16

(1) Komponen pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf c terdiri dari:
a. ketidakpatuhan waktu keda;
b. sedang menjalani hukuman disiplin;
c. menerima sanksi moral;
d. melalukan aktivitas negatif.

(2) Ketidakpatuhan waktu keda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, merupakan pengurangan TPP sebagai alibat
ketidakpatuhan terhadap capaian waktu kehadiran bekerja
berdasarkan waktu ke{a yang berlaku yang meliputi
ketidaktepatan masuk kerja, ketidaktepatan pulang kerja, dan
tidak masuk kerja.

(3) Sedang menjalani hukuman disiplin selagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, merupakan pengurangan TPP sebaeai
akibat penjatuhan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Menerima sanksi moral terhadap pelanggaran kode etik dan
kode perilaku gelagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan pengurangan TPP sebagai akibat menerima sanksi
moral terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
sebagai berikut:
a. tidak melakukan verilikasi atau validasi atas pekerjaan

bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. belum menyampaikan LHKPN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama dan Pejabat Administrator atau LHKASN bagi
Pejabat Pengawas dan Pegawai ASN Lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

c. belum melaksanakan putusan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Komponen pengur€mgan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan akumulasi yang dinyatakan dalam persentase.

(7) Teknis pelaksanaan komponen pengurangan TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Setiap Pegawai ASN dan Pejabat Penilai Kineda ASN wajib
menyusun SKP.

(2) Setiap Pega.wai ASN wajib melakukan al<tivitas penilaian
kinerja sesuai dengan jabatan masing-masing secara periodik
berupa bulanan.

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah;
c. Kepala Perangkat Daerah;
d. Administrator; dan
e' Pengawas 

Pasar lg

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 17 ayat (l) adalah:
a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekedakan secara penuh

di luar Instansi Pemerintah Daerah;
c. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti

bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, cuti di luar
tanggungan Negara, tugas bel4jar, bebas tugas/masa
persiapan pensiun; dan

d. Pegawai ASN yang menjalani masa penahanan.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja Perangfut Daerah

Pasal 19

(1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian atas
capaian kineq'a Perangkat Daerah yang meliputi:
a. realisasi fisik kegiatan mempunyai bobot 5oo/o (lima puluh

persen) nilai kinerja Perangkat Daerah;
b. realisasi keuangan/penyerapan anggaran mempunyai bobot

3O% (tiga puluh persen) nilai kineda Perangkat Daerah; dan
c.optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Perangkat

Daerah mempunyai bobot 2Oo/o (dua puluh persen) nilai
kinerja Perangkat Daerah.
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(2) capaian realisasi fisik Perangkat Daerah memuat prosentase
capaian kinerja fisik kegiatan perangkat Daerah yang dihitung
dengan menggunakan rumus:

Realisasi kineria keeiatan sampai denean bulan A
Target kinerja kegiatan sampai dengan bulan A x IOO Vo

(3) capaian realisasi keuangan perangkat Daerah memuat capaian
kinerja keuangan Perangkat Daerah dengan perhitungan
sebagai berikut:
a. capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah untuk bulan

Januari ditentukan oleh pengambilan uang persed.iaan
Perangkat Daerah;

b. capaian realisasi keuangan perangkat Daerah untuk bulan
Februari sampai dengan November diperoreh dengan
perhitungan:

Jumlah realisasi anggaran Belanja Langsung
sampai bulan N x 100 7o

Jumlah rencana realisasi Belanja
la.ngsung sampai dengan bulan N

c. capaian realisasi keuangan perangkat daerah untuk bulan
Desember:

Jumlah realisasi anggaran Belanja Langsung
selama satu tahun

Jumlah total rencana anggaran kas
Belanja la.ngsung satu tahun

x lOO Yo

(a) Ikiteria penilaian atas capaian realisasi keuangan perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditentukan sebagai berikut:
a. untuk bulan Februari dan Maret:

1) capaian realisasi keuangan perangkat Daerah lebih dari
5o% (lima puluh persen) dari anggaran kas, mend.apat
nilai kineq'a sebesar lOOo/o (seratus persen);

2) capaian realisasi keuangan perangkat Daerah 4oo/o (empat
puluh persen) sampai dengan soo/o (lima puluh persln)
dari anggaran kas, mendapat nilai kinerja sebesar 9o%o
(sembilan puluh persen);

3) capaian realisasi keuangan perangkat Daerah 30% (tiga
puluh persen) sampai dengan kurang dari 4oo/o lemplt
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puluh persen) dari anggaran kas, mendapat nilai kinerja
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

4) capaian realisasi keuangan Perangkat la9rah 2tr/o (droa
' pulufr persen) sampai dengan kurang dari 3e/o (tiga puluh
p"t""tti dari anggaran kas, mendapat nilai kinerja sebesar

50% (lima Puluh Persen);
5) capaian realisasi keuangan Perangkat ?"91fr kurang dari
' 

zci'1" ldua puluh persen), mendapat nilai kinerja sebesar

@/o (nol persen).

b. untuk bulan APril, Mei dan Juni:
i; capaian reaisasi keuangan Perangkat Dagrah lebih dari
' 60;/o (enam puluh persen) dari anggaran kas, mendapat
nilai kinerja sebesar 1007o (seratus persen);

2lcaparan r6afsasi keuangan Perangkat Daerah 50% (lima
'puiuh persen) sampai dingan OOiZg plaq puluh persen)

i.A attggatd kas, mendapat nilai kine{a sebesar 9O7o

(sembilan Puluh Persen);
3) capaian re^alisasi-keuangan Perangkat Daelah 4Oo/o (empat

' pututr persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima

iuluh persen)'dari anggaran kas, mendapat nilai kinerja
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

4) capaian reatisasi keuangan Perangkat Daerah 30% (tiga
' prrt rf, persen) sampai dengan kurang -dari 4O%o (ernpat
'prtrt p"t""t i aari ansgaran kas, mendapat nilai kine{a
sebesar 507o (lima Puluh Persen);

5) capaian realisasi kiuangan Perangkat la9rah kurang dari
' 

SO"zo ltiga puluh persen), mendapat nilai kinerja sebesar

0olo (nol Persen).

c. untuk bulan Juli, Agustus dan September:
1) capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah lebih dari
' 

70plo (tqjuh puluh persen) dari anggaran kas, mendapat
nilai kinerja sebesar 1o0o/o (seratus persen);

2) capaian rialisasi keuangan Perangkat Daerah 607o (enam
' prt rt persen) sampai dengan 7@/o (lima puluh persen)

if"ti 
"rr'gg*"ti 

kas, mendapat nilai kinerja sebesar 9O7o

(sembilan Puluh Persen);
3) capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah 50Plo (lima
'puluh persen) sampai dengan kurang- dari 60% (enam

puluh ierseni aari anggaran kas, mendapat nilai kinerja
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

4) capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah 40olo (empat
'puluh persen) sampai dengan kurang dari 50o/o (lima
puluh persen)'dari anggaran kas, mendapat nilai kinerja
sebesar 5O% (lima Puluh Persen);

5) capaian realisasi keuangan Perangkat Dagrah kurang dari
' 

+0% (empat puluh persen), mendapat niLai kinerja sebesar
Oolo (nol Persen).
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d. untuk bulan Oktober dan November:- ii ""o"i"" realisasi keualgan Perangkat Daerah lebih dari-' 
ao;/. G"r"pan puluh persen) dari anggaran kas' mendapat

nilai kine{a sebesar 1007o (seratus pers€nl;

2) ;;p.; reatisasi keuangan Perangkat.Daerah 7@/o (tujuh
' puiutr persen) sampar dJngan 807o (delppan puluh persen)

i"A 
"tgg"t"i, 

kas, mendapat nilai kinerja sebesar 9o7o

(sembilan Puluh Persen);
3) ;;;;; t"alio"f k".r"t gan Peranglat Dagrah 600lo (enam
'p.rt t persen) sampai 

-d"t'g* kurang, dari 7O% (tujuh

ili;h i;;"f a".i'.ogg.t"" kas, mendapat nilai kinerja

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); -
4) ;;;;6 reariLsi keuangan Perangkat Dlerah 50o/o (lima
'puiutr persen) sampai d"ngan kurang. dari 6O7o (enam

;;i;i; f.r;"f a"ti ^rrgg.t"' kas, mendapat nilai kinerja

sebesar 5O% (lima Puluh Persen);
5) ;;;; .eausasi k","tg"' rerangtat pagrah kurang dari
-' -Xi'1, 

{duapuluh p"t""tt1, mendapat nilai kinefa sebesar

O7o (nol Persen).

(5) Capaian kine{a
Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan

teknologi informasi
rerata hasil

perhitungan dari:
;. 

-ti;gkJ;"6erLsi 
updatirq informasi pada website Perangkat

Daerah setiaP bulan; dan
b. kecepatan penanganan/tindak lanjut pengaduan

masyarakat.

{5) Nilai capaian realisasi pemanfaatan teknologi informasi
'"' il;;ck;i-o"e."t berdasarkan tingkat frekuensi updating

inforriasi pada website Perangkat Dae-rah setiap bulan

;;;;;;d" dimaksud pada avai 1s) huruf a dihitung sebagai

berikut:

". 
iiiidw informasi terbaru setiap bulan sejumllh lebih dari

--i6 ta"i puluh), mendapat nilai kine4a sebesar 1007o

(seratus Persen);
A.ifri"<i *formasi terbaru setiap bulan sejumlah .1-2. 

(aqa

Uetasl Jmpai dengan 20 (dua puluh), mendapat nilai kinerja
sebesar SOZ. ldetapan puluh persen);

.. iia"W i"rormasi teibaru setiap bulan sejumlah.4 (empat)- 
"it"p"i 

"a"ngan 11 (sebelas), mendapat nilai kinerja sebesar

607o (enam Puluh Persen);
a. upaaAng informasi terbaru setiap bulan sejumlah kurang- d;"'t 4 ("empat), mendapat nilai kinerja sebesar 4O7o (empat

puluh persen).

(7) Nilai capaian realisasi pemanfaatan teknologi igformlsi
' ' eerangkat Daerah atas keiepatan penanganan/tindak lanjut

p"tg"ir.r, masyarakat setiap bulan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan respon terhadap
pengaduan sebagai berikut:
a. pengaAuan sudah direspon 1OO7o (seratus persen) dalam

walitu satu bulan, mendapat nilai kinerja sebesar 100%o

(seratus persen);
b. pengaduan sud:ah diresp on 7 5o/o (tujuh puluh lima persen)

irr"p"i dengan kurang dari lOO% {s91atu1 persen) dalam
wakiu satu bulan, mendapat nilai kinerja sebesar 80p/o

(delapan puluh Persen);
c. penjaduan sudlh direspon 50p/o (lima puluh lima persen)

'sarripai dengan kurang dari 75o/" (tujuh puluh lima persen)

dalam wakiu satu bulan, mendapat nilai kineq'a sebesar

60Plo (enam puluh Persen);
d. pengaduan 

-sudah- 
direspon 25"/o (dua puluh lima persen)

".*"p"i 
dengan kurang dari 50o/o (lima puluh persen) dalam

*"tiu satu bulan, mendapat nilai kinerja sebesar 40olo

(empat puluh Persen);
.. ir""i"a"* *rd"h dit"*pon kurang dari 25%o (dua puluh

iima"persenl dalam waktu satu bulan, mendapat nil'ai kineda
sebesar 2@/o (dua Puluh Persen).

(8) Untuk mendukung Penilaian Kine{a Perangkat
masing-masing Peranglat Daerah harus mengrnm
bulanan realisasi fisik, keuangan dan

Daerah,
laporan

teknologi
informasi setiap bulan kepada Bupati meliputi:
a. realisasi fisik, melalui Bagian Pembangunan Sekretariat

Daerah KabuPaten Purworelo;
realisasi keuangan, melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah KabuPaten Purworejo
teknologi informasi, melalui Dinas Komunikasi

dan Informatika KabuPaten Purworejo.

(9) Bagian PembangunErn Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo hasil keseluruhan realisasi kine{a
perangkat daerah berdasarkan laPoran hasil realisasi fisik,
realisasi keuangan dan teknologi informasi
sebagai dasar penghitungan tambahan penghasilan Yang daPat
dicairkan oleh Perangkat Daerah.

7;
b. apabila laporan disampaikan pada kurun waktu tanggal 8

(lO) Laporan bulanan realisasi fisik, realisasi keuangan dan' 'pemanfaatan teknologi informasi Perangkat Daerah harus
iisampaikan paling iambat pada tanggal 7 setiap bulan
dengan ketentuan:
a. alabila tanggal 7 jatuh pada hari libur, maka laporan

disampaikan pating lambat pada hari kerja sebelum tanggal

b.

c.

sampai tanggal 10, maka pagu alokasi tambahan
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penghasilan yang dapat dicairkan perangkat Daerah
dikurangi sebesar 15% (lima belas persen);

c. apabila laporan disampaikan pada kurun waktu tanggal 11
sampai tanggal t2, maka pagu alokasi tambahan
penghasilan yang dapat dicairkan perangkat Daerah
dikurangi sebesar 3O% (tiga puluh persen);

d. apabila laporan disampaikan pada kurun waktu tanegat 13
sampai tanggal 15, maka pagu alokasi tambahan
penghasilan yang dapat dicairkan Perangkat Daerah
dikurangi sebesar 5O% (lima puluh persen

e. apabila laporan pada kurun waktu setelah
tanggal 15, maka tambahan penghasilan tidak dapat
diberikan.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana dan Tim Supenrisi

(1) Dafam rangka menunjang
dibentuk Tim terdiri atas:
a. Tim Pelaksana;
b. Tim Pembina.

c. menyusun dan membahas
tentang pemberian TPP;

pemberian TPP kepada Men
e. melaksanakan monitoring

TPP.

Pasal 2O

pelaksanaan pemberian TPP

rancangan Peraturan Bupati

persetujuan
teri Dalam Negeri;
dan evaluasi terhadap pemberian

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2l

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)
huruf a bertugas:
a. merumuskan konsep kebijakan pemberian Tpp pada aspek

pengelolaan keuangan daerah, organisasi, kepegawaian,
, hukum, perencanaan/pembangunan, dan pengawasan;
b. menyusun kriteria pemberian Tpp barda-sarkan analisisjabatan, analisis beban kerja, dan kelas jabatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d
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Pasp.'l 22

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf b bertugas:
a. melakukan validasi terhadap seluruh unsur peniliaian kine{a

Perangkat Daerah;
b. menindaklanjuti temuan rekayasa dalam pengisian dan

pelaksanaan aktivitas harian yang ditemukan selama validasi,
i".rgro memberikan surat teguran sebagai dasar 

- 
dalam

p"*b..iat sanksi aktivitas negatif sebagarmana disebutkan
dalam Pasal 16 aYat (1) huruf c.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Pengajuan TPP

Pasal 23

(1) Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran TPP dengan
menerbitkan SPM-LS.

(2) Untuk penerbitan SPM-LS TPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), SPP-LS dilengkapi data dukung berupa:
a. penilaian kne{a Perangkat Daerah;
b. penilaian knerja Pegawai ASN;
c. iekapitulasi ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai;
d. surat pemyataan tanggung jawab mutlak;
e. tanda terima pengiriman SPJ Fungsional bulan N, untuk

pengajuan tambahan penglrasilan bulan Januari sampai
dengan November;

f. tanda terima laporan keuangan Perangkat Daerah tahun
sebelumnya untuk pengajuan tambahan penghasilan bulan
Januari;

g. tanda terima pengiriman SPJ Fungsional bulan N-l tahun
sebelumnya, untuk pengajuan tambahan penghasilan
bulan Desember;

h. dokumen lain yang dipersyaratkan.

(3) Format Penilaian Kinerja Perangkat Daerah tercantum dalam
Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Format Penilaian Kineg'a Pegawai ASN tercantum dalam
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

{
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(5) Format rekapitulasi ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai
tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Rekapitulasi kehadiran dan kedisiplinan pegawai, berupa
daftar hadir pega.wai selama 1 (satu) bulan dan keterangan
yang diperlukan jika terdapat pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin.

(7) Khusus tambahan penghasilan untuk bulan Desember
diperhitungkan berdasarkan kineq'a sampai dengan akhir
bulan dan pembayarannya dilakukan pada bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

(8) Bentuk surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum daLam Lampiran V
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(9) Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf h seperti surat perintah tugas dan
keterangan cuti.

Bagtan Kedua
Pembayaran TPP

Pasal 24

(1) Pembayaran TPP dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai ASN
melalui rekening, paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1

(satu) tahun.

(2) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban
pembayaran TPP pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Bupati melaksanakan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberian TPP.

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP dilakukan
dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. monitoring dan evaluasi.
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(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) secaraadrninistrasi dapat didelegasikan kepada 
'Tim' 'pembina

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Lyat (l) huruf b, d;
secara teloeis menjadi tugas dan tanggung'jawab aiasan
langsung pada masing-masing perangkat baerah.

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tpp
se[qgaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (l) dapat
didelegasikan kepada Aparat pengawas Internal pemerintah' di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(1) Pembayaran TPP bagl pegawai ASN yang mengalami
perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, maka 

- 
TpF pada -tugas

atau jabatan yang baru dihitung mulai buLan 
- 
berikudya

setelah tanggal melaksanakan tugas atau tanegal pelantikan.
(2) Pembayaran TPP bagi pegawai ASN yang mutasi masuk

diperhitungkan mulai bulan berikutnya dan iersedia anggaran
dalam APBD.

(3) Pembayaran TPP bagi Calon ASN diperhitungkan sejak tanggal
melaksanakan tugas.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

lagr Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan Inspektorat dalam jangka waktu yang ditentukan,
tambahan penghasilannya dikurangi- I Oplo (sepulutr ier"""; s"tiap
bulan sepanjang belum menindakLanjuti.

(1) Plt atau Plh diberikan Tpp tambahan dengan ketentuan:a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang
merangkap sebagai ?lt atau plh dari pejabat -yani iebifr
rendah, menerima Tpp pegawai ASN 

-tambah"r, 
J"b."""

l@/o (dua puluh persen) dari besaran tpe pegawai nSN
dalam jabatan sebagai plt atau plh yang dirangkalnya;

{
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b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain,
menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah
2oolo (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih
rendah pada jabatan delinitif atau jabatan yang
dirangkapnya;

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang
merangkap sebagai PIt atau Plh hanya menerima TPP
Pegawai ASN padajabatan yang dirangkapnya;

d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap
sebagai Plt atau PIh dibayarkan terhitung mulai tanggal
menjabat sebagai Plt atau Plh.

(2) Plt atau Plh diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam
jangka walrtu paling singkat I (satu) bulan kalender.

Pasal 3O

(1) Calon ASN diberikan TPP dengan ketentuan:
a. dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada

Keputusan pengangkatan sebagai Calon ASN terhitung
mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

b. calon ASN dengan formasi jabatan pelaksana atau
fungsional dibayarkan sebesar 807o (delapan puluh persen)
dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya
keputusan pengangkatan dari Calon ASN menjadi ASN;

(2) Dalam hd setelah terbitnya keputusan inpassirq atau
penyesuaian jabatan pelaksana belum ditetapkan kelas
jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada
peta jabatan, TPP diberikan l Ooolo (seratus persen) dari nilai
TPP kelas jabatan terendah.

(3) Pegawai ASN dengan formasi jabatan fungsional tingkat ahli
yang belum diangkat dalam jabatan fungsional diberikan
besaran TPP sama dengan Kelas Jabatan 7.

(4) Pegawai ASN dengan formasi jabatan fungsional tingkat
terampil yang belum diangkat dalam jabatan fungsional
diberikan besaran TPP sama dengan Kelas Jabatan 6.
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 2 Tahun 2O2l tentartg Pedoman Pemberian

Tambah-an Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Perierintah Kabupaten Purworejo (Berita ?*Ie
fablupatEn Purworejo Tahun 2021 Nomor Seri E Nomor 2), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Plraturan Bupati it i dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1? Februari 2021

(- BU RWOREJO,{

(acus BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 7 trbbnr,',iri 2021

&rr**"ro*Is DAERAH UPATEN PURWORE.'O,

f,seto OMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR SERI E NOMOR 9
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II

I

i

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR g r3ruff 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWORE.IO

KOMPONEN PENGURANGAN TPP

1. Ketentuan perhitungan ketidakpatuhan waktu ke4'a adalah:
a. Kehadiran kerja yang dilakukan antara jam masuk kerja

sampai dengan batas tengah waktu kerja dianggap
ketidaktePatan masuk kerja.

b. Kehadiran kerja yang dilakukan antara batas tengah waktu
kerja sampai dengan jam pulang ke{a dianggap
ketidaktePatan Pulang ke{a.

2. Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan

yang dapat dipertanggungiawabkan pada bulan be{alan,
maka diberikan Pengu.rangan TPP:

1) Sebesar SX ftima persen] untuk tiap 1 (satu) hari tidak
masuk kerja tanPa keterangan;

2) Paling banyak sebesar 1007o (seratus persen) untuk tiap
1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan'

b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja di luar cuti, maka
aiUeritan pengurangan TPP sebesar 2o/o (dua persen) untuk
tiap 1 (satu) hari tidak masuk ke{a di luar cuti.

c. Pegawai ASN yang terlambat masuk ke4'a pada bulan
berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dengan
perhitungan juml,ah waktu keterlambatannya dihitung
secara akumulatif selama I (satu) bulan dengan ketentuan
setiap jumlah keterlambatan sebanyak 7,5 (tujuh koma
lima) jam sama dengan tidak masuk kerja di luar cuti
selama 1 (satu) hari ke{a.

d. Pegawai ASN yang mengambil cuti selain cuti tahunan dan
cuti sakit, maka diberikan pengurangan TPP sebesar lolo
(satu persen) untuk tiap I (satu) hari tidak masuk keqia
karena cuti.

e. Pegawai ASN yang mengambil cuti sakit, maka diberikan
pengurangan TPP sebesar 0,57o (nol koma lima persen)
untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena cuti
sakit.
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f. Dalam hal terdapat kegiatan lain yang menyebabkan tidak
bisa absen pagi maupun absen sore dan terdapat surat
tugas/surat keterangan, maka tidak dihitung sebagai
aktivitas negatif.

g. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin,
diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Jenis Hukuman
Disiplin

Persentase
Pensuranqan

Keterangan
Penzuranean TPP

Ringan 25o/o selama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal
penjatuhan hukuman
disiplin

Sedang 3sYo selama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal
penjatuhan hukuman
disiplin

Berat 1tr/o Selama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal
penjatuhan hukuman
disiplin

h. Pegawai ASN yang menerima sanksi moral terhadap
pelanggaran kode etik dan kode perilaku, diberikan
pengurangan TPP sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) selama
3 (tiga) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi moral.

i. Pegawai ASN yang melakukan aktivitas negatif, diberikan
pengurangan TPP sebagai berikut:

Jenis Aktivasi
Nesatif

Persentase
Pengurangan

Keterangan

tidak
melakukan
verilikasi atau
validasi atas
pekerjaan
bawahan sesuai
dengan waktu
yang telatr
ditentukan
tanpa alasan
yang dapat
dipertanggungia
wabkan

lo/o dibuktikan dengan
surat teguran dari
atasan langsung

belum
menyampaikan
LHKPN baei

5Yo Pengurangan TPP setiap
bulan selama belum
memenuhi sesuai

{
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Pejabat
Pimpinan Tinggt
Pratama dan
Pejabat
Administrator
atau LHKASN
bagr Pejabat
Pengawas dan
Pegawai ASN
lainnya sesuai
dengart
ketentuan yang
berlaku

ketentuan yang berlaku

belum
melaksanakan
putusan
Tuntutan
Perbendaharaa
n dan Tuntutan
Ganti Rugt
(TPTGR) sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-

5Oo/o Pengurangan TPP setiap
bulan selama belum
memenuhi sesuai
ketentuan yang berlaku

(ruro, PURwoRUol
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMOR 9 fAfflIi 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWORE.IO

FORMAT PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

: Dinas/Badan/KantorNama Perangkat Daerah
Bulan

Diterima tanggal,

Penerima,

: Bulan

Pengirim,
Kepala Perangkat Daerah

NIP NIP

& BU PURWOREJOI
q

6

No Indikator Target Realisasi Caparan/
Nilai

1 Persentase capaian kineda
fisik perangkat daerah
terhadap target kinerja
kegiatan yang ditetapkan

50 o/o

2 Persentase capaian kinerja
keuangan perangkat daerah
terhadap target kineda
keuangan yang ditetapkart

30 o/o

3 Nilai
pemanfaatan
informasi

optimalisasi
teknologi

20 o/o

Jumlah
4 Tindak L^anjut LHP Inspektorat

a. Sudah menindaklanjuti; Nilai 0
b. Belum/Tidak

Menindaklaniuti
Nilai dikurangi 10 o/o

Nilai Kinerja Perangkat Daerah

{AGUS BASTIAN

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NoMoR ! 'IilliIJiV 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

PENILAIAN KINER.'A PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Periode Bulan .,.,...,... Tahun ,.'.'......

Dinilaifr-.

No

1

I

Indikator

FIrlDISIPLIN
Al.l. Tinckat l&hadiran Pecawai

b. fidak masuk kerja tanpa keterangan sebanvak f kali dalam sebulan;

d. fidak masuk keria tanpa keterancan sebanyak 3 kali dalam sebulan;

8

lebih dari 3e.
i,

A 10

a.

b. Terlambat datanc keria saruoai dencan 3 kali dqlem sebulan:
c. Terlanbat datanc keria sebarryak 4 sa-mpai 6 kali dalam sebtrlan;
d. Terlarnbat datanc keria sebanyak lebih dari 6 kali drlsm sebulanl
e. Selalu terlambat datsno kerie.

A1.2.2.

a. fidak pernah meninccalkan kantor untuk kerrrh.ran non kedinasanl
b. Meninegalkan kantor untuk keperluan non kedinasan smJ)ai dengan 3 kali dalan rebulan;
c, Meninaqalkan kantor untuk keDerluan non kedinasan sebanyak 4 sampai dengan 6 kalt da-lam sebulan;

d. Meninggalkan kantor unftrk k€perluan non kedina,saD lebih dari 6 kati dalan sebulan;
\

e. Setianr hari srenincealkan kantor Dada iam keria ufltuk keperluan norr kedinasan.
A 10

a. Pulanc keria sesuai atau setelah iam keria:
b. hjans keria lebih awal dari iam keria samDai denmn 3 kali dalam sebulan;

lebih awal daric. 4

d. lebih awal dari lebih dari 6 kali dafam

I
5

3

1

o

10

8
6
4

o

4

3

2

I
o

10

8

6
4

0

6

e. Selalu pulang kerja lebth awal dari jas kerja.
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Jarvaban Nilei
I .----:.-- 2 4

1.3. KeDatullgn dalqfL4elaksanaan Tugas v.anc diber.lkan oleh Atasan A 6
a. Segera tugas
b. Mentrnda melaksanakan tugas diberikan alasan dipertanggungiawabkan;
c. fidak melaksanakan diberikan dengan alasan
d. Menolak melaksanakan diberikan atasan.

1,4. Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Sesuai Atulq4 A 6
a. dinas
b. atrlbut dirus tidak

a. baik yang dimanfaatkan;
A 6

b. Kurang nremelihara fasilitas/perlengkapan lsntor yang dimanfaatkan;
c. fidak memelihara kantor dimaDfaatkan.

I 2. KINERJA PEGAWN 50
2.1. Kepatuhan mentsati Jadw4 kegiatan yana telah dh€ncanakan: A 23

a" Seluruh pelaksanaan kegiatan dan hasil vang dicapai sesuai dengan Ircrrencanaan yang dibuktika[ dengan dokumen pendulnrng berupa rcncarta target kegiatan
dan realisasi;

_b. Terdapat beberapa kegiratan yang dilaksanakan siesual trEr€ncanaan namun hasilnya tidak sesuai perencanaan;
c. Terdapat kegiatan dilaksanakan tidak sesuai percncanaan;
d. Semua kegiatan dilalrsanakan di lurq'perencanaan.

2.2. Pencatatan kegiatan; A 2A
a- Mencatat setiap hari seluruh kegiatan pekerjaan dalam Br*u
b. Tidak mencatat hali seluluh kegiatan dalam tsuku Hariarr
c. Tidak mencatat seluruh dalam Buku Harian

100

6

1

0

6

3

6
3

o

25

20

l5
o

25

I5
0

Purworejo,

PNS Yang Dinilai,Fejabat Penilai,

Name L$gkap dan gel,ar

Pangkat
NIP.

Nama lJngkap dan gelar

Pangkat
MP.

6
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REKAPITULASI KEHADIRAN DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWORRIO
NOMOR 9 r.Ali1]l'r 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWORF^IO

ItsUPATI PURWOREJOI

f ncus BASTIAN

Perangkat Daerah
Bulan

{

NO NAMA PEGAWAI
JUMT,AH

KEHADIRAN

TIDAK HADIR KEDISIPLINAN

Tanpa
Keterangan

Cuti
Selain

Cuti Tahunan
Cuti Sakit Terl,ambat

Meninggalkan
Kantor di luar
Urusan Dinas

Pulang
Cepat
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWORRIO
NOMOR g TAHUI'T 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWORE"IO

BENTUK SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERI.TYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan TPP

bulan bagr Perangkat Daerah telah
dihitung dengan benar berdasarkan Produktivitas Keq'a,
Disiplin Kerja, Faktor Pengurang yang meliputi Kehadiran,
Disiplin, dan Aktivitas Negatif Aparatur Sipil Negara pada
Perangkat Daerah

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran
TPP tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya.

Purworejo, tanggal, bulan, tahun
Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT

NIP

0 o0

6
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